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BAB  V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

A. Kesimpulan Umum 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) sangat bermanfaat                      

bagi kelangsungan kemajuan teknologi, karena dengan melakukan             

perlindungan hukum pada semua penulis buku, pencipta teknologi,                  

pengarang karya seni, dan lain-lain, hal ini akan menumbuhkan minat semua 

orang untuk berkreasi lebih banyak lagi, sehingga hal ini akan                      

memperkaya   kreasi seni dan teknologi di Indonesia, maupun di mancanegara. 

Oleh karena itulah Pemerintah sangat serius dalam mengatasi masalah HKI ini.                                             

 Mahasiswa-mahasiswa yang tadinya selalu melakukan perbuatan               

menulis dengan cara copy paste, menjadi tidak melakukan cara itu                              

lagi, lalu mereka yang tadinya menulis tanpa mencantumkan kutipannya, menjadi 

selalu mencantumkan semua kutipan dari semua sumber buku                                  

yang menjadi bahan dalam menulis karya tulisnya.                                            

 Dan bagi mereka yang tadinya selalu membeli computer software     

bajakan, setelah mereka mendapatkan mata kuliah wajib mengenai                       

HKI ini, mereka mulai berubah menjadi orang yang selalu membeli               

barang yang original, karena dalam mata kuliah itu dipelajari                           

pula,  sanksi-sanksi  bagi   para  pelanggar HKI ini, secara mendalam, dan 

lengkap. 
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B. Kesimpulan Khusus 

1. Untuk pemecahan masalah dan mencarikan   solusi-solusi   yang  dapat  

membantu Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan  Penegakan hukum HKI 

di Indonesia yang terpenting adalah faktor para penegak hukum seperti 

kepolisian pun, sangat tidak banyak bertindak pada masalah pembajakan ini, 

hal ini disebabkan masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Tidak ada 

jalan lain untuk mengatasi hal itu selain dengan menegakkan fungsi hukum. 

Sanksi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama ini 

belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggarannya 

terus meningkat, meskipun pemerintah sudah memiliki perangkat undang-

undangnya. Kendala lainnya yaitu terbatasnya aparat penegak hukum yang 

menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual, ringannya putusan yang 

dijatuhkan oleh proses peradilan kepada pelanggar, sehingga tidak 

menimbulkan efek jera tadi. Karena itulah mulai saat ini Pemerintah harus 

lebih tegas lagi menegakan supremasi hukum. 

2. Proses penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Indonesia, harus 

lebih ditingkatkan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat 

luas, Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya menegakan 

supremasi hukum dengan berbagai cara, seperti : Pemberian sanksi yang  tegas 

kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran HKI, termasuk memberikan 

sanksi yang tegas kepada para aparat penegak hukum yang melakukan 

pembekingan terhadap kejahatan pelanggaran HKI ini. Dan melakukan 
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penyempurnaan Undang _undang Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai 

dengan kemajuan teknologi yang seperti saat ini. 

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi para pemegang Hak 

kekayaan Intelektual  ini dari  para pembajak yang paling baik adalah dengan 

menegakkan supremasi hukum dengan tegas dan adil, jadi apabila ada 

pelanggar hukum HKI, maka pihak yang berwajib harus bertindak tegas tanpa 

pandang bulu, sehingga siapa pun yang melanggar HKI ini dan ada barang 

buktinya wajib untuk diproses samapai dengan pengadilan, sehingga dengan 

cara ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang patuh terhadap hukum. 

Pemerintah harus selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan 

apapun, oleh karena itulah penegakan Hukum HKI, harus menjadi prioritas 

penting bagi Pemerintah, agar jumlah pembajakan bisa ditekan, dan kreatifitas 

para pemegang HKI bisa lebih baik lagi. 

4 Upaya Pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi penegakan Hukum HKI 

ini sangat penting, karena Pendidikan Kewarganegaran selalu membantu 

Pemerintah dalam mensosialisasikan Hukum HKI ini, karena dalam PKn 

mahasiswa diajarakan bagaimana  setiap orang harus toleransi, saling 

menghargai pendapat, dan begitu pula dalam menghargai hasil karya orang 

lain, sehingga dengan Pembelajaran PKn ini akan mendukung program 

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan HKI ini, karena PKn mempunyai 

semboyan Good and Smart Citizen, yaitu membentuk manusia yang baik dan 

pintar di Indonesia, hal inilah yang membuat bangsa Indonesia selalu 

mematuhi  positif Indonesia. 
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C. Saran 

1. Kepada Pemerintah Pusat 

 Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang menpunyai nilai 

ekonomis yang sangat tinggi bagi para pemegangnya, oleh karena itulah sudah 

sepantasnya Pemerintah harus serius dalam mengatasi permasalahan HKI ini, hal 

ini bertujuan agar para pemegang HKI tidak merasa disepelekan dan karya 

ciptanya dapat diakui dan dilindungi oleh Pemerintah, hal ini tentu akan 

membawa angin segar bagi penciptaan kreasi baru baik berupa teknologi, karya 

seni, maupun ilmu pengetahuan. 

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, 

maupun sumber daya manusianya, karena itulah banyak penemuan-penemuan 

yang dilakukan oleh para ilmuwan yang berasal dari Indonesia, hal ini membuat 

banyaknya penemuan dan karya tulis yang membuat kita bangga karena semua itu 

dihasilkan oleh bangsa kita. 

Hal inilah yang   menyebabkan banyaknya  pembajakan  karya-karya  itu, 

baik  oleh  bangsa Indonesia  sendiri  maupun oleh  pihak  asing,  sehingga  hal  

ini  membuat semua  pihak  geram  atas  perbuatan  para pembajak terhadap 

karya-karya  itu. 

Karena itulah Pemerintah Pusat seharusnya bertindak tegas pada masalah 

HKI ini, karena pentingnya perlindungan HKI bagi pemiliknya sangat penting 

bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan cara 

membuat rancangan Undang-undang HKI yamg baru dan sesuai dengan 

perkembangan jaman. 
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2.  Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 

Setelah saya   melakukan  penelitian di lapangan ternyata banyak                       

solusi-solusi yang dapati dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui             

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual dalam upaya                         

meningkatkan   penegakan   Hukum   HKI    di Indonesia    diantaranya               

adalah    : 

a. Pengaturan  Penggunaan  Kemajuan  Teknologi  Secara  Bijaksana 

Kemajuan teknologi ternyata selalu berdampak positif dan                           

negatif, kadang-kadang menguntungkan kita semua, tetapi ada kalanya                           

tidak selalu menguntungkan bagi sebagian kalangan, seperti bagi                               

para penulis yang karyanya dibajak oleh pihak lain, begitu pula                             

bagi   para   pemegang   Hak   Merk   yang   Merknya   dipalsukan   oleh pihak 

lain.  

Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pemegang Hak Cipta, Hak Merk, 

Hak Paten, dan Hak-hak lainnya yang merupakan bagian dari                         

hukum Hak Kekayaan Intelektual  ( HKI ), tetapi meskipun demikian                

kita harus tetap optimis dalam menghadapi para pembajak karya-karya itu, karena 

meskipun banyak pembajak yang membajak karya-karya tersebut di atas, 

Pemerintah masih berusaha untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan 

berbagai cara diantaranya adalah melakukan sosialisasi hukum mengenai HKI 

kepada para pemegang Hak Cipta, Hak Merk, Hak Paten dengan melakukan FGD 

( Focus Group Discussion ) di berbagi tempat seperti di Perguruan-perguruan 

Tinggi ternama di Indonesia. 
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Peranan Pemerintah sangat penting di dalam mengatasi masalah 

pelanggaran HKI ini, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara 

preemtif yaitu, dengan cara melakukan penyuluhan kepada para mahasiswa di 

kampus-kampus agar mereka dapat mengenal tentang HKI ini secara mendalam, 

lalu, dengan cara Preventif yaitu dengan cara pemerintah melakukan sosialisasi  

mengenai HKI ini secara menyeluruh seperti, apa itu HKI, ruang lingkup HKI, 

dan juga memberikan Pendidikan HKI secara luas pada semua pihak, yang 

membutuhkan pengetahuan mengenai HKI ini, termasuk apa sanksi bagi para 

pembajak Karya Cipta itu, sehingga dengan cara inilah pihak-pihak yang akan 

melakukan pembajakan tidak akan melakukan aksinya, karena mereka tahu akan 

sanksinya. 

b. Meningkatkan  Profesionalisme Para Penegak Hukum Di Lapangan 

  Masalah klasik yang menjadi sorotan selama ini adalah                        

persoalan penegakan hukum. Belum ada kesamaan persepsi di antara                   

penegak hukum yang terlibat dalam penanganan pelanggaran                                    

HKI, membuat adanya saling tuding diantara para penegak hukum itu, hal               

inilah  yang  membuat penegakan  hukum  HKI  menjadi tidak optimal.                     

  Begitu banyak kategori HKI, tetapi yang relatif susah untuk                    

ditindak adalah pelanggaran hak cipta atas karya musik, film, dan                            

karya dalam bentuk digital lainnya. Dengan kemajuan teknologi                             

seperti  internet  dan  alat pengganda karya cipta tersebut, memungkinkan 

produksi  dalam  jumlah  besar.   
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Menurut, Direktur Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum, Kejaksaan  Agung                 

RI. Menurutnya, jika para penegak hukum seperti polisi, pegawai                          

PPNS, jaksa, dan hakim bekerja sendiri-sendiri sudah bisa                                 

dipastikan  hasil  penyidikan  atas  pelanggaran  HKI  tidak                             

memuaskan. Tindakan penegak hukum secara sendiri-sendiri itu akan                             

terlihat bila penyidik tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran                       

atau hasil penyidikan tersebut tidak diteruskan  ke penuntut umum.                         

  Selain itu, yang paling mengenaskan dalam penegakan HKI adalah                      

tuntutan dan pemberian hukuman terlalu ringan oleh hakim.                      

"Bahkan, tidak sedikit putusan yang dikeluarkan oleh                                      

pengadilan  justru   membebaskan   terdakwa”.                                                       

  Oleh klarena itulah Pemerintah perlu melakukan pengawasan oleh                         

Lembaga tertentu yang dapat memonitor para aparat penegak hukum                        

ini, mulai  dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sehingga                              

mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan                    

bersama.                              

  Oleh karena itu, agar tugas penegakan hukum dapat terlaksana                    

dengan baik, para penegak hukum diatas harus bekerja secara                        

terintegrasi   dalam integrated criminal justice system  berdasarkan                      

KUHAP (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia).  

  Berdasarkan KUHAP penyelidik harus selalu memonitor dan  mencari 

para pelanggar hak cipta. Misalkan, dengan langsung turun ke lapangan 

mengingat pelaku sudah memiliki jaringan dari  mulai hilir hingga ke hulu. 

 



121 

 

Dicky Maulana, 2012 
Peningkatan Kesadaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi  Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

"Bahkan jika perlu sampai ke warung-warung VCD, dan tempat-tempat                    

penyewaan VCD, terutama di sekitar tempat pengetikan dan lain-lain.                                                                                      

  Peneliti yang juga sebagai penulis Tesis ini, mensinyalir                                

bahwa dalam pembajakan yang dilakukan oleh para pembajak ini                          

ternyata adanya backing yang dilakukan oleh oknum petugas.                                  

  Hal ini perlu diwaspadai, diawasi, dan diatasi oleh penyelidik.                       

Oleh karena itulah Pemerintah harus bertindak lebih tegas lagi kepada                    

para penegak hukum yang tidak professional seperti itu, agar hal ini akan 

membawa dampak yang lebih baik lagi, bagi proses penegakan hukum HKI di 

Indonesia. 

c. Peraturan Mengenai HKI  Harus  Segera   Disempurnakan 

Tidak   seorang  pun  menyangkal  bahwa  peraturan  yang  ada               

mengenai HKI, khususnya hak cipta, belum begitu sempurna. Saat ini                   

sedang dibahas di DPR,  RUU tentang Perubahan atas UU Hak Cipta No 12 

Tahun 1997. Pembahasan tersebut sudah hampir satu tahun, tetapi                         

hingga kini belum juga usai. Dalam RUU  tersebut, kabarnya akan                           

tetap   memasukkan   pelanggaran   hak cipta  dikategorisasikan  sebagai                  

delik biasa. Konsekuensinya, tanpa adanya laporan dan atau                             

pengaduan, suatu pelanggaran dapat  langsung dilakukan tindakan hukum.                

 Polisi sebagai garda terdepan langsung dapat melakukan                  

penyitaan tanpa adanya     pengaduan   atau   laporan dari si  pemegang  hak cipta.                                              

Lain halnya  dengan pelanggaran HKI lainnya seperti merek, paten, rahasia 

dagang, desain industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.                                                            
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 Kelima jenis HKI tadi dikategorikan sebagai   delik  aduan.  Hal ini  

dikarenakan adanya pengecualian atas informasi   rahasia yang harus   dilindungi   

hingga  waktu  tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dirjen Bea Cukai 

pada tahun 2008-2011, Dirjen Bea Cukai telah menahan ratusan ribu                     

keping CD/VCD/CDR/DVD/LD, termasuk beberapa puluh "stamper" atau                 

master yang melanggar hak cipta. Catatan di atas mungkin tidak ada artinya                

jika menilik keadaan sesungguhnya di masyarakat. Kerugian yang diderita                

oleh si pemegak hak cipta  tentunya tidak bisa didasarkan jumlah                  

keping VCD yang berhasil disita oleh kepabeanan. Pemerintah dan DPR harus 

segera menyempurnakan Undang-undang HKI ini lebih baik lagi                       

dari pada sebelumnya, agar tidak ada celah bagi para pembajak-pembajak             

dalam melakukan aksinya.  Bagi Para pemegang Hak Kekayaan Intelektual            

( HKI ), akan membuat mereka lega karena, Pemerintah serius melindungi              

karya-karya mereka, yang dapat menghasilkan keuntungan yang                      

besar bagi kita yang berprofesi sebagai penulis, penemu, pengarang lagu, dan                

lain-lain. 

d.Mengetatkan Sistem Penangguhan Untuk Sementara Waktu                               

 Sementara  itu, menurut, Kasubdit Peraturan  Kepabeanan dan Cukai 

Direktorat  Penerimaan dan  Peraturan  Kepabeanan  Dirjen Bea Cukai  

Kemenkeu mengatakan, dalam rangka penegakan HKI tindakan yang dapat 

dilakukan oleh Bea dan Cukai  adalah  penangguhan sementara waktu 

pengeluaran  barang impor  atau ekspor  dari  kawasan  Pabean. 
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 Hal ini sesuai  dengan Pasal 51 Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPs )  yang kemudian  dikenal sebagai  suspension of               

release by customs. Tindakan  penangguhan sementara ini  dirasakan                     

cukup efektif. Terutama,  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran  hak pada                

exit  atau  entry point di kawasan  pabean  sebelum  barang  tersebut                

masuk  ke  peredaran.  Jika barang dimaksud telah masuk dan tersebar                         

ke jalur distribusi komersial  di tingkat  retailer, penegak  hukum, khususnya  

petugas bea cukai dan polisi, akan mengalami kesulitan di lapangan.                                   

 "Selain  lebih rumit, biaya yang dibutuhkan  untuk  melakukan  

penyelidikan dan penyidikan tentunya lebih mahal. Permohonan                           

penangguhan   pengeluaran  barang   bisa   dilakukan     dalam  dua  pilihan, 

secara administratif dan judicial. Dalam prosedur administratif, pemohon dapat 

langsung mengajukan permohonan kepada Bea Cukai  tanpa  melalui                     

proses  pengadilan. Kemudian, secara judicial, si pemilik hak HKI                    

harus memohon melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan surat                        

perintah  pengadilan  kepada     Bea  Cukai  untuk  melakukan  penahanan barang.  

Melakukan  cara ini  harus  dengan  cara yang  bijak dan   cepat, karena kecepatan  

yang  dilakukan  oleh para  penegak hukum  akan membuat hukum HKI  ini  

berjalan  secara  objektif  dan   hasilnya  dapat  dirasakan   oleh  kita  semua. Oleh 

karena itulah mulai saat ini kita harus membantu Pemerintah dalam mengatasi 

masalah HKI ini, agar semua pihak mendapatkan hak-hak yang diinginkannya 

sesuai dengan harapan mereka, sehingga hal ini akan menghasilkan karya-karya 

yang lebih baru dan lebih beragam lagi. 
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